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Perkembangan media sosial telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum 

secara signifikan. Perkembangan media sosial secara tidak langsung telah 

mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya 

tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk 

hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Keberadaan warganet (warga 

internet) atau netizen, sebutan untuk mereka yang aktif di media sosial, terus 

berkembang pesat di negara Indonesia. Pengalaman menunjukkan, ketika suara 

warganet mencuat, seringkali memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, 

yang berpotensi juga terjadi pada pelaksanaan Deponeering. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan UU No. 11/2021 dan 

menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan. 

Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan 

jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian peraturan 

perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber 

bahan hukum primer maupun sekunder. Tipe penelitian yang digunakan untuk 

membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah Pendekatan Perundang-

undangan (statue approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) yang juga 

menganalisis Ketetapan Deponeering Jaksa Agung terhadap kasus Bibit-Chandra. 

 

Deponeering merupakan penerapan dari asas oportunitas yang hanya dapat 

dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan jabatannya setelah menerima nasihat 

ataupun persetujuan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dan memiliki 

kompetensi terhatap masalah tersebut. Sekalipun perkara yang ditangani telah 

memiliki cukup bukti dan fakta, perkara dengan sengaja tidak dilanjutkan ke tahap 

persidangan dan dikesampingkan demi kepentingan umum. Konsep deponeering 

yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 35 Ayat (1) huruf c, "kepentingan umum" 

merujuk pada kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat secara 

luas. Asas oportunitas pada awalnya muncul dalam praktik yang berlaku 

berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Kemudian, asas ini diatur 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Kemudian dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 sub c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. 

Beberapa tahun kemudian, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67) pada tanggal 26 Juli 

2004, yang kemudian mengatur hal tersebut dalam Pasal 35 sub c. Hingga 

kemudian yang terbaru diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2021. Mengenai mekanisme penerapannya, belum secara rinci 

dijelaskan melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan di lingkup 

kejaksaan. Dapat disimpulkan dari Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan bahwa 

yang memiliki kewenangan ini adalah Jaksa Agung, serta Jaksa Agung 

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang 

mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. 

 

Beberapa mekanisme penetapan penyampingan perkara demi kepentingan umum 

yang diterapkan oleh Jaksa Agung yang tersirat dalam Surat Ketetapan 

Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-

001/JA/01/2011 terkait Deponeering atas nama tersangka Chandra M Hamzah. 

Mekanisme tersebut antara lain: 1. Penelitian dan Evaluasi Kasus; 2. Pertimbangan 

Kepentingan Umum; 3. Konsultasi dan Koordinasi; 4. Penetapan dan 

Penandatanganan; dan 5. Transparansi dan Akuntabilitas. Namun hal ini tidak 

secara gamblang dijelaskan dalam peraturan. Mekanisme Penerapan keputusan 

deponeering perlu diatur dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan 

dalam penegakan hukum.   

 

Tingginya angka pengguna media sosial atau warganet menunjukkan bahwa secara 

kuantitas warganet dapat diperhitungkan sebagai “kepentingan. Terdapat 3 (tiga) 

bentuk desakan warganet yang umum terjadi di Indonesia, yakni: 1. Debat dan 

Diskusi; 2. Petisi Online; dan 3. Boikot dan Kampanye Pembatalan. Secara 

sosiologis memang dapat dikatakan sebagai cerminan dari kepentingan umum. 

Namun, secara hukum belum tentu dapat serta merta berpengaruh terhadap proses 

penegakan hukum yang dalam penelitian ini berfokus kepada Deponeering oleh 

Jaksa Agung. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat 

(1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 khususnya pada frasa “Jaksa Agung 

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang 

mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”, maka yang menjadi syarat bagi 

Jaksa Agung untuk menerapkan deponeering adalah meminta saran dan pendapat 

kepada badan-badan kekuasaan negara, bukan kepada masyarakat secara umum. 

Namun, jika melihat kepada frasa “kepentingan masyarakat luas” sebagai alasan 

ditetapkannya deponeering, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa Jaksa Agung 

bisa saja memperhatikan pula saran-saran, pendapat, argumentasi hukum, maupun 

legal opinion yang muncul dari desakan warganet di media sosial. Desakan 

warganet yang menjadi pertimbangan tentunya bukan yang hanya berisi emosi, 

tetapi tetap mengacu kepada substansi hukum baik dalam aspek yuridis, filosofis, 

dan sosiologis.  Desakan warganet di media sosial hadir sebagai sarana pengawasan 

publik terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Lembaga-lembaga 

pemerintah dan Penegak Hukum. Walaupun tidak serta merta berpengaruh kepada 

keputusan deponeering oleh Jaksa Agung, tetapi dapat membuka jalan pikiran 

melalui sudut pandang yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat. Desakan 

warganet di media sosial juga dapat bermanfaat untuk kontrol penegak hukum agar 

tidak berfokus kepada kasus-kasus besar saja, melainkan terhadap kasus-kasus kecil 

yang juga dapat berpotensi diterapkan deponeering sesuai ketentuan yang berlaku. 
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ABSTRAK 

 

Peraturan tentang Deponeering yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2021 belum mengatur batasan, syarat dan mekanisme pelaksanaan yang 

jelas. Konsep deponeering yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 35 Ayat (1) 

huruf c, "kepentingan umum" merujuk pada kepentingan bangsa dan negara serta 

kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

konsep kepentingan umum itu sendiri. Selain memperhatikan saran dan pendapat 

dari lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan perkara yang akan 

dideponir, Jaksa Agung juga perlu memiliki kriteria-kriteria mengenai kepentingan 

umum sebagai panduan untuk menentukan apakah deponeering layak atau tidak 

dalam perkara tersebut. Selain itu, perkembangan media sosial secara tidak 

langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang 

sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai 

bentuk hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Desakan warganet di media 

sosial bahkan juga berpotensi dapat berpengaruh terhadap keputusan deponeering 

oleh Jaksa Agung sebagai cerminan dari kepentingan masyarakat luas. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif 

analitis dan dengan tipe penelitian doktrinal. 

 

Mekanisme pemberlakuan Deponeering belum diatur secara rinci dalam Pasal 35 

Ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Beberapa mekanisme penetapan penyampingan 

perkara demi kepentingan umum yang diterapkan oleh Jaksa Agung yang tersirat 

dalam Ketetapan Nomor : TAP-001/JA/01/2011 terkait Deponeering atas nama 

tersangka Chandra M Hamzah. Mekanisme tersebut antara lain Penelitian dan 

Evaluasi Kasus; Pertimbangan Kepentingan Umum; Konsultasi dan Koordinasi; 

Penetapan dan Penandatanganan; dan Transparansi dan Akuntabilitas. Kemudian, 

desakan warganet di media sosial tidak serta merta berpengaruh kepada keputusan 

deponeering oleh Jaksa Agung karenayang menjadi syarat bagi Jaksa Agung untuk 

menerapkan deponeering yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (1) 

huruf c UU Kejaksaan adalah meminta saran dan pendapat kepada badan-badan 

kekuasaan negara, bukan kepada masyarakat secara umum. Namun tidak menutup 

kemungkinan Jaksa Agung bisa saja memperhatikan pula saran-saran, pendapat, 

argumentasi hukum, maupun legal opinion yang muncul dari desakan warganet di 

media sosial. 

 

Kata Kunci (keyword): Deponeering, Jaksa Agung, Warganet
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